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KATA PENGANTAR
e >
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Utara telah
dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam tercurah ruah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah
Agung memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan
pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor: W8-A/1344/PS.04/4/2023, tanggal 28 April 2023, menunjuk Tim
Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terdiri dari 2 (dua)
hakim Tinggi, 2 (dua) Panitera Pengganti dan 1 (satu) Analis Keuangan serta 1
(satu) Analis Pranata komputer dengan berbagi tugas sehingga waktu yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, pemeriksaan dilaksanakan selama
3 (tiga) hari kerja yaitu tanggal 9 sampaui dengan 11 Mei 2023.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh Tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Utara menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan
kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Utara memperbaiki
dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 11 Mei 2023
Ketda Tim

’/7'!’!?4/”*/

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H. M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja
serta Pejabat Kepaniteraan;

_—
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11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan:

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il (Edisi
Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi:

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya;

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya Pasal
10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik:

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;

19.Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan:

20.Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/ 2018, Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Nomor 424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara
Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama;
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22. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

23.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor

WS-A/1334/PS.04/4/2023, tanggal 28 April 2023, tentang Penugasan
Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

N9 o s w N

. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Bidang Administrasi Perkara dan Teknis Yustisial
Bidang Administrasi Persidangan

Bidang Administrasi Umum (Sarana dan Prasarana)
Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Perencanaan, Tl dan Pelaporan
Bidang Administrasi Kepegawaian dan Ortala

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

-

. Menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar.
. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;

3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan dan administrasi

persidangan;
Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum  (persuratan,
kepegawaian dan perpustakaan);

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN.

1

U

Memeriksa dokumen;
Melakukan wawancara;
Melakukan konfirmasi;
Melakukan observasi;

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik:

%
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E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, Nomor : W8-A/1344/PS.04/4/2023, tanggal 28 April 2023, tentang
Penugasan Tim Pengawas Daerah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara
yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 9 s.d. 11 Mei 2023 oleh

Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut;

1.

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Drs. H. U. Wanuddin,S.H. , M.H.
19590704 198802 1 001
Pembina Utama (I\V/e)

Hakim Utama (Ketua Tim)

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Drs. H. Dudung, S.H., M.H.
19661130 199203 1 003

Pembina Utama (IV/e)
Hakim Utama (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Hj.Ghizar Fau’ah, S.H., M.H.
19640917198603 2 013
Pembina (I\V/a)

Panitera Pengganti (Sekretaris)

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Asis Hidayanti, S.H., M.H.
19670630 199403 2 002
Pembina (I\VV/a)

Panitera Pengganti (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

-_—_—
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5. Nama : Restiana Irwanti,S.E.
NIP : 198703192 200904 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (lli/c)

Jabatan/Tugas . Pranata Keuangan APBN ahli muda (Anggota)
Unit Kerja :  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
6. Nama . Dini Muthia Utami,S.Kom.
NIP © 19910724 202012 2 007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (lll/a)
Jabatan/Tugas . Pranata Komputer Ahli Pertama (Anggota)
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

%
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BAB I
HASILTEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah Pemeriksaan: Manajemen Peradilan,
Administrasi Perkara dan Teknis Yustisial, Administrasi Persidangan
Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Perencanaan, IT dan
Pelaporan dan Administrasi Kepagawaian dan Ortala, maka laporan yang
disampaikan pada bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan
tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat
mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta
Utara, namun karena Surat Keputusan Tugas Pemeriksaan pada Pengadilan
Agama Jakarta Utara telah ditetapkan pula bidang-bidang yang menjadi tugas
masing-masing pemeriksa, maka pemeriksa melaksanakan tugasnya sesuai
dengan kesepakatan Tim yakni Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. dibidang Manajemen
Peradilan, Administrasi Perkara dan Teknis Yustisial, Drs. H. Dudung, S.H., M.H.
dibidang Administrasi Persidangan, Hj. Ghizar Fau’ah, S.H., M.H. dan Asis
Hidayant, S.H. M.H. Administrasi Perkara serta Restiana Irwanti, S.E. dan Dini
Muthia Utami, S.Kom. melakukan tugas dibidang Administrasi Umum,
Keuangan, Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Adminsitrasi Kepegawaian
dan Ortala, dan lain-lain.

Bentuk penyajian laporan hasil pemeriksaan disampaikan dengan
menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa
yang menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kondisi:
Anjungan gugatan mandiri menunya berada pada website Pengadilan
Agama Jakarta Utara (tidak siap pakai)

%
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Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Sebab:

Menu untuk melakukan gugatan mandiri bergabung dalam website
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Akibat:

Para pencari keadilan tidak memahami dan menyulitkan untuk
menggunakan layanan gugatan mandiri sehingga mereka menunggu
antrian di ruang layanan posbakum

Rekomendasi

Bagian informasi teknologi agar menu gugatan mandiri langsung
ditayangkan dalam layar monitor komputer b

2. Ruang pelayanan Pusbakum
Kondisi:
Ruang pelayanan posbakum bergabung dengan palaynan lain, sehingga
kursi hadap yang disediakan hanya untuk satu orang.
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.
Sebab:
Sarana prasarana kantor yang terbatas
Akibat:
Para pencari keadilan harus mengantri duduk diruang tunggu bergabung
dengan yang akan pendaftaran perkara.dan pengambilan dukumen
produk Pengadilan lainnya.
Rekomendasi:
Agar diusulkan untuk merencanakan sara dan pra sarana Kantor yang
ideal yang lebih nyaman dalam memberikan pelayanan yang perima
kepada pencari keadilan.

%
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3. Dekorum Ruang Sidang
Kondisi:
Dalam ruang sidang utama (ruang sidang Umar Bin Khatab) di bawah
meja sidang terdapat monitor yang tidak di gunakan dan terdapat kabel
kabel yang tidak rapih
Kriteria:
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahakmah Agung RI
Nomor: 5538/DjA/HK.05/X1/2019, tanggal 11 November 2019, perihal
Standarisasi Ruang Sidang.
Sebab:
Belum ada perhatian pimpinan dalam penataan menata ruang sidang
utama
Akibat:
Monitor yang tidak digunakan disimpan di bawah meja sidang dan kabel-
kabel kelihatan tidak rapih.
Rekomendasi:
Monitor yang tidak digunakan agar ditempatkan pada tempat khusus dan
kabel-kabel agar dibungkus dengan rapih.

4. Mediasi
Kondisi
Jumlah perkara yang dimediasi pada bulan Januari s/d April 2023
berjumlah 159 Perkara dan yang berhasil di mediasi berjumlah 96

Perkara,berhasil sekitar 60% tetapi tidak di data nama mediator yang
berhasil.

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor1 tahun 2016 tentang Mediasi di
Pengadilan;

2. Pasal 30 HIR.

Sebab:

Pimpinan belum memberikan perhatian kepada para mediator yang
berhasil.

%
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Akibat:
Usaha mediator untuk mendamaikan yang berperkara tidak maksimal.
Rekomendasi:

Agar pimpinan memberikan reward kepada mediator atau majelis hakim
yang berhasil mendamaikan perkara.

5. Kebersihan dan keindahan kantor
Kondisi:
Diruangan tangga termpat masuk hakim menuju ruang sidang masih
terdapat debu-debu dan toilet yang kotor
Kriteria:
Seharusnya semua ruangan bebas dari kotor dan debu
Sebab:

Pejabat yang bertugas terhadap kebersihan dan ke indahan belum
melakukan kontrol secara rutin.

Akibat:

Ruang tersebut tidak nyaman dan kotor

Rekomendasi:

Agar pegawai yang bertugas menjaga kebersihan dan keindahan selalu
mengontrol pada seluruh ruangan.

B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA DAN TEKNIS YUSTISIAL

1. Administrasi Perkara

1.1. Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU
Kondisi:
Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU berkas perkara yang sudah
dijahit belum diparaf oleh Ketua Majelis
Kriteria:
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama.
Sebab:

Karena Majelis Hakim kurang cermat dalam melaksanakan tugas
administrasi perkara.

%ﬁ_—_
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Akibat:

Administrasi Perkara tidak sesuai dengan pedoman Buku II:
Rekomendasi

Hendaknya Ketua Majelis dan Panitera Pengganti sebelum berkas
perkara diserahkan kepada Meja Il untuk di jahit harus diteliti lebih
dahulu dengan cermat

1.2. Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU
Kondisi:
Berkas perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU yang telah di jahit
tetapi sampul berkas depan belum di paraf oleh Ketua Majelis.
Kriteria:
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama
Sebab:
Karena Majelis Hakim kurang cermat dalam melaksanakan tugas
administrasi perkara.
Akibat:
Administrasi Perkara tidak sesuai dengan pedoman Buku II:
Rekomendasi:
Hendaknya Ketua Majelis dan Panitera Pengganti meneliti dengan

cermat berkas perkara yang dijahit (diminut) sebelum diserahkan
kepada petugas

1.3. Perkara Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.JU

Kondisi:

Perkara Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.JU blangko benturan kepentingan
hanya di tandatangani oleh Ketua Majelis saja.

Kriteria:

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (‘Kode Etik dan PPH").
Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH. dikatakan bahwa Hakim
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tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik
kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau
hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga
mengandung konflik kepentingan.

Sebab:

Karena Ketua Majelis kurang cermat dan teliti di dalam
menandatangani blangko benturan kepentingan.

Akibat:

Administrasi perkara tidak sesuai dengan Pola Bindalmin serta
hukum acara yang berlaku;

Rekomendasi

Hendaknya majelis hakim lebih teliti dalam mengkaji berkas yang
akan di minutasi

1.4. Buku Induk Keuangan Perkara

Kondisi:

Buku Induk Keuangan Perkara tidak di print karena sudah

menggunakan aplikasi APS Keuangan Badilag, hanya saja Berita

Acara Pemeriksaan Kas dan Register Pemeriksaan Kas seharusnya

di print setiap bulan dan ditandatangani Panitera dan Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Kriteria:

1. Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, Edisi Revisi Tahun 2013,

2. Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 1054/DJA.3/HM.00/3/2021
tanggal 26 April 2021 perihal Pemanfaatan e Keuangan Perkara
dalam Penatausahaan Keuangan Perkara Peradilan Agama.

3. Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3662/DJA.3/HM.00/8/2022
tanggal 25 Agustus 2022 perihal Pembaharuan APS Badilag versi 2.0.7

Sebab:

Kurang adanya pengawasan dari pimpinan

Akibat:

Administrasi keuangan perkara tidak berjalan dengan baik

S5 e ——
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Rekomendasi:

Panitera dan Ketua hendaknya melakukan pemeriksaan kas
keuangan perkara dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Kas dan Register Pemeriksaan Kas setiap bulannya

1.5. Aplikasi e Keuangan Kinsatker Badilag

Kondisi:

Masih adanya selisih saldo awal maupun laporan bulanan antara

data dalam Komdanas dan e Keuangan aplikasi Kinsatker Badilag

Kriteria:

1. Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 1054/DJA.3/HM.00/3/2021
tanggal 26 April 2021 perihal Pemanfaatan e Keuangan Perkara
dalam Penatausahaan Keuangan Perkara Peradilan Agama.

2. Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3662/DJA.3/HM.00/8/2022
tanggal 25 Agustus 2022 perihal Pembaharuan APS Badilag versi
2.0.7

Sebab:

Kurangnya ketelitian dalam penginputan data keuangan perkara.

Akibat:

Belum sinkronnya data dalam Kondanas dan e Keuangan

Rekomendasi:

Agar segera disinkronkan data keuangan dalam Komdanas dan

e Keuangan dan meningkatkan kemampuan SDM pengelolanya

dengan konsultasi dan sharing ke PTA Jakarta dan Bagian

Bimbingan dan Monitoring Badilag MARI.

1.6. Pelaporan Perkara
Kondisi:
Masih adanya perbedaan data antara laporan perkara manual
dengan laporan perkara dalam aplikasi Kinsatker Badilag
Kriteria:
Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3225/DJA.3/HM/7/2022 tanggal
6 Juli 2022 perihal Pengiriman Data Perkara melalui aplikasi Kinsatker

——,—————— —,———————,,
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Sebab:

Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi masing-masing user SIPP /
APS.

Akibat:

Perbedaan data perkara manual dengan data perkara dalam
Kinsatker

Rekomendasi:

Agar masing-masing user memaksimalkan fungsinya.

2. Teknis Yustisial

2.1. Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU
Kondisi
Putusan Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU dalam Pertimbangan
hukum tidak menyebutkan alasan pencabutan perkara, hanya
permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
Kriteria
Pasal 271 RV yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan
gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban
Tergugat, bila telah ada jawaban,maka pencabutan itu dapat terjadi
dengan persetujuan pihak lawan.
Sebab:
Dalam mengonsep putusan tidak diperhatikan alasan Penggugat
mencabut gugatannya.
Akibat:
Putusan tersebut seolah-olah mengikuti kemauan Penggugat dan
tidak nampak ada peran dan pendapat hakim dalam mengabulkan
permohonan Pencabutan perkara tersebut.
Rekomendasi:
Dalam Pertimbangan hukum suatu putusan agar Majelis hakim
menyebutkan alasan pencabutan perkara dan dasar hukum
dibolehkannya pencabutan perkara tersebut.

———————————— el
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2.2. Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU

Kondisi

Putusan perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.JU dalam pertimbangan

hukum tidak terdapat Pasal peraturan perundang-undangan atau

yurisprudensi atau pendapat ahli tentang Pencabutan perkara, yang
dijadikan dasar oleh hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan
perkara

Kriteria

- Pasal 50 ayat (1 ) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili”.

- Pasal 272 RV menyatakan Pencabutan dapat dilakukan di dalam
sidang, jika semua pihak hadir dalam persidangan dan
Pencabutan gugatan membawa akibat hukum
1. semua pihak dikembalikan kepada keadaan semula;

2. pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya
perkara.

Sebab:

Majelis Hakim ketika mengkonsep putusan tidak ditelaah secara

mendetil.tentang dasar hukum pencabutan perkara.

Akibat:

Putusan tersebut tidak berkwalitas karena dalam membrikan putusan

tidak dilandasi oleh rujukan yang jelas baik rujukan dari undang-

undang atau pendapat ahli hukum:

2.3. Penangan perkara eksekusi
Kondisi:
Permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara ada 8
(delapan) perkara, satupun beleum ada yang tuntas selsai

%
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Kriteria:

1. Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 02 tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sebab:

Petugas Eksekusi mengikuti kemauan pemehon eksekusi

Akibat:

Penyelsaian eksekusi tertudan (menggantung) sampai ada yang 4

tahun belum selesai.dan seolah-olah pengadilan agama tidak

mampu melaksanakan eksekusi.

Rekomendasi:

Hendaknya Pimpinan Pengadilan mencari solusi bagaiana agar

tunggakan eksekusi bisa berkurang.

C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Perkara Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.JU, (Perkara Dispensai Nikah)
Putus tanggal 13 April 2023.
Kondisi:
Dalam pertimbangan hukum, dipertimbangkan tentang kewajiban para
Pemohon mencatatkan pernikahan anak para Pemohon ke KUA, dengan
mendasarkan kepada Pasal 8 dan 17 Permenag Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pencatatan Perkawinan.
Dalam diktum penetapan nomor 4 berbunyi: “Memerintahkan kepada para
Pemohon untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon bernama
Nurleli Dwi Untari binti Hudi Untoro dengan Choerul Hamzah bin Pin Peri
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja
Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta:
Kriteria:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

%
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- SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang
Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI

Sebab:

Kurang telitinya Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan

diktum amar penetapan;

Akibat:

Pertimbangan hukum dan diktum amar penetapan untuk jenis perkara lain

dijadikan dasar pertimbangan perkara dispensasi kawin.

Rekomendasi:

Setiap pembuatan putusan/penetapan mempedomani Templet dan

Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan

Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah

Mahkamah Agung RI .

2. Perkara Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.JU
Putus tanggal 8 Maret 2023
Kondisi :
Pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak (Berita Acara Sidang
tanggal 8 Maret 2023), uapaya damai dengan narasi “Selanjutnya Majelis
memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil.
Kriteria:
Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.
Pasal 130 HIR, telah mengatur tentang ketentuan upaya perdamaian;
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat Berita

Acara Sidang, copy paste dari berita acara sidang lain.

T ————————————————————————
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Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan kenyataan.
Rekomendasi :

Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pembuatan Berita Acara
Sidang, dan Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap
Berita Acara Sidang yang akan ditandatangani;

3. Perkara Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.JU
Putus tanggal 8 Maret 2023
Kondisi:
Pengetikan putusan kurang rapi.
Kriteria:
SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang
Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang cermat dalam mengetik Putusan.
Akibat:
Putusan tidak rapih, tidak sesuai dengan templet/panduan penulisan
putusan/penetapan.
Rekomendasi :
Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pengetikan Putusan, dan
Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap putusan yang
akan ditandatangani:

4. Perkara Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.JU
Putus tanggal 13 Maret 2023
Kondisi :
Pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak (Berita Acara Sidang
tanggal 20 Februari 2023), uapaya damai dengan narasi “Selanjutnya
Majelis memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon
agar mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah
wa rahmah namun tidak berhasil.
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Kriteria

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.
Pasal 130 HIR, telah mengatur tentang ketentuan upaya perdamaian:;
Sebab:

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat Berita
Acara Sidang, copi paste dari Berita Acara Sidang lain.

Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan kenyataan.
Rekomendasi :

Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pembuatan Berita Acara
Sidang, dan Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap
Berita Acara Sidang yang akan ditandatangani;

5. Perkara Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.JU
Putus tanggal 13 Maret 2023
Kondisi :
Pada persidangan 6 Maret 2023, sidang telah dinyatakan terbuka untuk
umum, namun terus terbuka tanpa ada pernyataan sidang tertutup,
padahal pada persidangan tersebut ada pemeriksaan.
Kriteria
Ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup;
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat Berita
Acara Sidang;
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Akibat:

Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan kenyataan,

pemeriksaan bisa batal demi hukum:

Rekomendasi :

— Berita Acara Sidang harus diperbaiki.

— Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pembuatan Berita Acara
Sidang, dan Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap
Berita Acara Sidang yang akan ditandatangani;

6. Perkara Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.JU
Putusa tanggal 13 Maret 2023
Kondisi:
Renvoi sudah dibuat, namun tidak diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti;
Kriteria
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Angka | Teknis Administrasi, Bagian A. Pengadilan Agama, angka 7.b.
Berita Acara Sidang, yang menyatakan bahwa "Jika ada kesalahan ketik,
perbaikannya menggunakan metode renvoi dan kata yang diganti harus
terbaca, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang cermat dalam mengetik Berita Acara Sidang.
Akibat:
Berita Acara Sidang tidak rapi tidak sesuai dengan Ketentuan Teknis
Administrasi Peradilan.
Rekomendasi :
Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pembuatan Berita Acara
Sidang, dan Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap
Berita Acara Sidang yang akan ditandatangani;

7. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.JU
Tanggal 16 Februari 2023
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Kondisi :

Perkara diputus pada tanggal 16 Februari 2023, uang untuk
Pemberitahuan Isi Putusan diambil di Kasir pada tanggal 16 Februari
2023. Pelaksaan Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 17 Maret 2023
(satu bulan kemudian).

Kriteria

Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Angka | Teknis Administrasi, Bagian A. Pengadilan Agama, angka 7.e.
Pemberitahuan Isi Putusan.

Sebab:

Jurusita Pengganti lalai melaksanakan Pemberiahuan Isi Putsuan,
sebulan setelah mencairkan uang, PBT baru dilaksanakan.

Akibat:

Penyelesaian Perkara/BHT menjadi terlambat.

Rekomendasi :

Optimalisasi kontrol terhadap Jurusita dalam melaksanakan Pemberitahuan
Isi Putusan;

8. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.JU
Tanggal 16 Februari 2023
Kondisi :
Di dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Februari 2023 ada pernyataan
bahwa alat bukti tertulis telah dicocokan dengan aslinya, namun pada alat
bukti tertulisnya tidak ada tulisan apapaun dan tidak diberi tanda:
Kriteria
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Angka | Teknis Administrasi, Bagian A. Pengadilan Agama, angka 7.b.
Berita Acara Sidang.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang cermat dalam mengetik Berita Acara Sidang.
Akibat:
Berita Acara Sidang tidak rapih, tidak sesuai dengan Ketentuan Teknis
Administrasi Peradilan.
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Rekomendasi :

Panitera Pengganti hendaknya cermat dalam pembuatan Berita Acara
Sidang, dan Ketua Majelis Hakim hendaknya membaca ulang setiap
Berita Acara Sidang yang akan ditandatangani;

9. Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.JU
Kondisi:
Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA JU Dalam Putusan Tentang Duduk
Perkara tertulis menetapkan ahli waris dari Surya Darma bin Mulhad
nasih, hal.16.
Kriteria :
Seharusnya Sesuai surat gugatan adalah Menetapkan Ahli waris dari
Rohatri Binti Sipit
Sebab :
Karena Majelis Hakim kurang cermat dan teliti didalam memeriksa konsep
putusan
Akibat:
Putusan tidak sesuai dengan data identitas dalam surat gugatan.
Rekomendasi
Hendaknya majelis hakim sebelum menandatangani putusan dibaca
dengan teliti

10. Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.JU
Kondisi:
Dalam Putusan tentang Pertimbangan hukum perkara waris Majelis
hakim tidak mempertimbangkan agama Pewaris
Kriteria :
Sesuai Pasal 171 Kampilasi Hukum Islam, menyatakan Majelis hakim
sebelum menetapkan ahli waris harus dipertimbangkan terlebih dahulu
Agama Pewaris
Sebab:
Karena kurang cermat dan kurang teliti di dalam membuat pertimbangan
hukum dalam perkara waris
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Akibat:

Dalam Putusan tentang Pertimbangan hukum tidak lengkap.
Rekomendasi

Hendaknya majelis hakim dalam perkara waris mempertimbangkan
agama Pewaris.

11. Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.JU
Kondisi:
Berkas perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/ PA.JU. yang sudah dijahit belum
diparaf oleh Ketua majelis
Keriteria:
Buku Il tentang Pedoman Teknis dan Administrasi Perkara di Peradilan
yang menyatakan bahwa berkas perkara yang sudah diminutasi di paraf
oleh Ketua Majelis.
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tidak teliti ketika menyerahkan
berkas perkara yang sudah diminutasi kepada meja Ill.
Akibat:
Berkas perkara tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pola bindalmin.
Rekomendasi
Agar Panitera Pengganti sebelum menyerahkan berkas perkara yang
sudah diminutasi kepada meja Ill hendaknya sampul berkas perkara diteliti.

12. Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.JU
Kondisi:
Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.JU pada alat buti tidak diberi
keterangan secara lengkap Foto copy yang diajukan sebagai alat bukti.
Kriteria:
Sesuai pasal 162 sampai dengan pasal 177 HIR, seharusnya ketua
majelis memberikan keterangan atas buti tersebut cocok dengan aslinya
atau tidak sesuai dengan aslinya/ atau tidak diperlihatkan aslinya
Sebab:
Kelalaian dan ketidakcermatan majelis hakim dalam memberikan
keterangan alat bukti yang diajukan para pihak beperkara;
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Akibat:

Bila perkara tersebut diajukan banding maka bukti surat yang diajukan
diragukan.kebenarannya

Rekomendasi:

Setelah ketua majelis hakim meneliti kebenaran alat bukti tersebut agar
memberikan keterangan cocok dengan aslinya atau tidak cocok kemudian

diberi kode lalu di paraf oleh ketua majelis;

D. BIDANG ADMINISTRASI UMUM

1. Ruang Pelayanan PTSP
Kondisi:
Ruang Pelayanan PTSP terlihat kurang bersih, lantai dan meja masih
berdebu.
Kriteria:
Surat Dirjen Badilag Nomor Nomor: 5538/DjA/HK.05/X1/2019, tanggal
11 November 2019, perihal Standarisasi Ruang Sidang
Sebab:
Kurangnya perhatian yang serius dari bagian umum.
Akibat:
Kebersihan tidak terjaga
Rekomendasi:
Agar kebersihan toilet diperhatikan

2. Banner Kontak Penyampaian Keluhan
Kondisi :
Banner nomor Kontak Whatsapp penyampaian keluhan dan pengaduan
pungutan liar di Lantai 1 masih menggunakan nomor kontak lama.
Kriteria:
Sesuai dengan  Surat  Sekretaris Dirilen  Badilag  Nomor
4766/DjA.1/0T.01.3/11/2022 hal Perubahan Nomor Kontak Whatsaap
Penyampaian Keluhan dan Pengaduan Pungutan Liar atas Pelayanan di
Lingkungan Peradilan Agama, adanya perubahan nomor menjadi
+628-1212-367-307.
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Sebab:

Adanya perubahan nomor penyampaian keluhan.
Akibat:

Nomor yang tertera belum terbaru.
Rekomendasi:

Agar segera memperbaharui banner kontak penyampaian keluhan.

3. Banner Informasi Pelayanan
Kondisi :
Masih terdapat banner-banner yang belum update seperti banner Tata
Tertib Persidangan dan Besaran Panjar Biaya Perkara yang masih
ditandatangani oleh Ketua lama.
Kriteria:
Banner-banner informasi pelayanan sebaiknya disesuaikan dengan yang
paling terbaru.
Sebab:
Belum dilakukan perubahan untuk beberapa banner informasi pelayanan.
Akibat:
Informasi pelayanan belum dapat disampaikan dengan benar ke para
penikmat informasi.
Rekomendasi:

Agar segera memperbaharui banner-banner informasi pelayanan yang ada.

4. Toilet Wanita lantai 2
Kondisi:
Kamar mandi wanita ada kran yang kurang berfungsi dengan baik.
Kriteria:
Seharusnya tidak ada kran yang bocor.
Sebab :
Kurangnya perhatian dari bagian umum.
Akibat:
Air menetes meski kran dalam keadaan tertutup
Rekomendasi :
Kran air diperbaiki / diganti
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5. Perpustakaan
Kondisi:
Masih terdapat buku-buku yang belum diberikan label serta penomoran
dan ada beberapa buku yang sudah pudar labelnya. Selain itu, belum
terdapatnya buku register peminjaman.
Kriteria:
Adanya label serta buku register peminjaman untuk perpustakaan.
Sebab:
Tidak adanya informasi sirkulasi peminjaman buku dan pelabelan yang jelas.
Akibat:
Tidak terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan.
Rekomendasi:

Agar segera dibuat papan visual kepegawaian/media.

E. ADMINISTRASI KEUANGAN

1. SK Petugas Pemeliharaan BMN/ Sarana Prasarana
Kondisi:
Belum dibuatnya SK petugas pemeliharaan BMN/ Sarana Prasarana
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara. Kuasa Pengguna Barang adalah
kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.
Sebab:
Masih Kurangnya koordinasi.
Akibat:
Belum adanya penunjukan petugas pemeliharaan BMN/ Sarana
Prasarana
Rekomendasi:

Segera dibuat SK petugas pemeliharaan BMN/ Sarana Prasarana
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6. Penetapan Status Penggunaan BMN
Kondisi:
Masih terdapat Barang inventaris berupa laptop yang belum diajukan
Penetapan status penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 6
(enam) Bulan.
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara. sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: (1
Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam)
bulan sejak BMN diperoleh.
Sebab:
Masih Kurangnya koordinasi.
Akibat:
Barang yang masa perolehannya lebih dari 6 bulan belum ada penetapan
status penggunaan
Rekomendasi:

Segera melakukan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN.

7. Penghapusan Penggunaan BMN
Kondisi:
Masih terdapat barang Inventaris dalam kondisi rusak Berat yang belum
pernah di ajukan penghapusan dari Tahun 2009.
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.06/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang
Milik Negara. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau
tidak dipindahtangankan Waijib dihapuskan.
Sebab:
Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola
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Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Akibat:

Masih Terdapat Barang-barang rusak berat yang belum dihapuskan.
Rekomendasi:

Segera membentuk tim penghapusan barang yang baru untuk
menginventaris dan mengajukan usul penghapusan barang milik negara
yang sudah rusak berat berada dalam penguasaannya kepada Pengelola
Barang.

8. Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal
Kondisi :
Satuan Kerja Tidak Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang
serta rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan Bendahara. Rekonsiliasi
antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang
dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data transaksi dan
saldo BMN dengan laporan keuangan. Sedangkan rekonsiliasi internal
antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dimaksudkan
untuk memastikan kesesuaian nilai kas di neraca.
Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat:
Keakuratan data bisa tidak sesuai antara data transaksi dan saldo BMN
dengan laporan keuangan
Rekomendasi:
Buat Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan melkukan rekonsiliasi internal

antara UAKPA dengan bendahara. rekonsiliasi antara unit pelaporan
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keuangan dengan unit pelaporan barang dimaksudkan untuk memastikan
kesesuaian antara data transaksi dan saldo BMN dengan laporan
keuangan. Sedangkan rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan
bendahara pengeluaran/penerimaan dimaksudkan untuk memastikan
kesesuaian nilai kas di neraca.

9. Pendistribusian barang persediaan
Kondisi :
Form pendistribusian belum terinci tidak ada nomor dan unit kerja / bagian
yang menerima barang
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal 4 Ayat 2 Point melakukan
koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan
menghimpun hasil Inventarisasi.
Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat:
Pengimputan pemakaian Barang persediaan di Aplikasi Sakti tidak
diketahui antara data di aplikasi dengan di Form permintaan barang sudah
sesuai atau belum
Rekomendasi:
Agar segera membuat Form Pendistribusian Barang Persediaan yang
lebih rinci mencantumkan Nomor dan Unit kerja agar mempermudah
pengimputan di Aplikasi Sakti

10. Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan
Kondisi:
Ada beberapa belanja pemeliharaan yang belum dibuatnya Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang yang dibuat PPK dan
Belum Dibuatnya BAST (Berita Acara Serah Terima) Hasil Pekerjaan
sebagai syarat kelengkapan pembayaran
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Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

Sebab:

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat:

Kurangnya kelengkapan dokumen pertanggung Jawaban pembayaran
Rekomendasi:

KPA agar memerintahkan PPK membuat HPS, Spesifikasi Barang dan
BAST (Berita Acara Serah Terima) Hasil Pekerjaan dan PPSPM agar
mengkoreksi kelengkapan dokumen sebelum menerbitkan SPM

11. Pertanggung Jawaban Terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Kondisi:
Terdapat bukti setor pajak yang tidak dilampirkan dalam bukti
pertanggungjawaban dan sudah melakukan revolving GUP ke KPPN
Jakarta VI sedangkan masih ada pajak yang belum disetorkan ke kas
negara.
Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pembelian dengan nama dan bentuk
apapun yang diterima/diperoleh Bendahara wajib menyetorkan ke kas
negara.
Sebab:
Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.
Akibat:
Kurang lengkapanya dokumen dalam hal pertanggungjawaban belanja
bendahara pengeluaran.
Rekomendasi:
Seharusnya terkait penyetoran Pajak Bendahara sebagai pemugut
melakukan penyetoran pajak sebelum melakukan pertanggungjawaban.

%
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F. BIDANG ADMINISTRASI PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

Standarisasi Website Pengadilan Agama

Kondisi:

Masih terdapat isi dari konten website Pengadilan Agama Jakarta Utara yang
belum sesuai seperti pada menu SOP Kesekretariatan, SOP yang ada belum
ditandatangi serta beberapa Surat Keputusan masih belum diperbaharui di
tahun 2023.

Kriteria:

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015
tentang Pedoman Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di
Lingkungan Peradilan Agama agar melakukan informasi yang waijib
diumumkan secara berkala.

Sebab:

Belum adanya koordinasi antara sub bagian dengan tim website untuk
melakukan update konten website.

Akibat:

Isi konten website menjadi tidak update bagi para pencari keadilan.
Rekomendasi:

Agar segera melakukan update konten website.

G.BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

1. Papan Visual Kepegawaian
Kondisi :
Belum tersedianya papan visual kepegawaian/media yang berisikan
informasi tentang organisasi dan kepegawaian seperti monitoring KGB,
monitoring pensiun, monitoring KP, DUK, DUS, Bezetting Pegawai,
Struktur Organisasi, Senioritas Hakim/PP/JS/JSP serta Statistik Pegawai.
Kriteria:
Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
Adanya papan visual kepegawaian/media sebagai informasi bagi seluruh
pegawai di Pengadilan Agama.

%
Hawasda PAJU/Mei 2023 Page 32



Sebab:

Untuk mengetahui informasi kepegawaian dibutuhkan beberapa waktu
karena harus membuka dokumen file terlebih dahulu.

Akibat:

Belum tersewdianya papan visual kepegawaian/media sebagai informasi
bagi seluruh pegawai di Pengadilan Agama

Rekomendasi:

Agar segera dibuat papan visual kepegawaian/media.

2. Papan Nama dan Uraian Tugas
Kondisi :
Papan nama dan uraian tugas yang tersedia masih di tahun 2022.
Kriteria:
Keputusan Sekma RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya
Sebab:
Uraian tugas merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan
dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
Akibat:
Uraian tugas belum ditandatangani oleh pemangku jabatan.
Rekomendasi:

Agar segera memperbaharui papan nama dan uraian tugas.

%
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BAB I
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Secara keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta Utara telah
melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang
berlaku dalam Bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara dan
Yustisial, Administrasi Persidangan, namun masih ditemukan dalam
bidang-bidang tertentu yang harus diperbaiki, disempurnakan dan adanya
konsistensi dalam pelaksanaan tugas serta meningkarkan kemampuan
SDM dan fungsi kontrol dari pimpinan;

2. Dalam Bidang Administrasi Umun dan Keuangan, Perencanaan, Tl dan
Pelaporan serta Kepegawaian dan Ortala sudah berjalan sesuai ketentuan
yang berlaku, namun masih ada yang harus diperbaikli, disempurnakan
dan diperbarui.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan sebagaimana
diuraikan pada Bab Il di atas:

2. Meningkatkan pembinaan secara terencana, intensif dan berkelanjutan,
kepada suluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara,
sesuai Program Kerja yang telah ditetapkan:;

3. Dalam Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan
Teknis Yustisial, hendaknya terus mempedomani Ketentuan Hukum
Acara yang berlaku, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung, yang pemberlakuannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
RI, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

4. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat oleh Pimpinan, sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
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tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya:

5. Dalam Pengelolaan Keuangan, hendaknya selalu mempedomani
ketentuan pelaksanaan anggaran secara disiplin, dan meningkatkan
capaian prosentase belanja;

6. Menjaga dan meningkatkan K5 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, ) di
seluruh lingkungan kantor;

Demikian  laporan  hasil  pengawasan/pemeriksaan terhadap
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal
9 s.d. 11 Mei 2023 yang kami susun, dengan harapan dapat bermanfaat
bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Terima kasih.

Jakarta, 11 Mei 2023

Tim Pemeriksa:

1. Drs, H. UWanuddin, S.H. M.H. Ketua Tim 1.

2. Drs. H. Dudung, S.H., M.H. Anggota

3. Hj. Ghizar Fau'ah, S.H.,M.H. Sekretaris 3.

4. Asis Hidayanti, S.H. M.H. Anggota
5. Restiana Irwanti, S.E. Anggota
6. Dini Muthia Utami,S.Kom. Anggota
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PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jalan Radin Inten 1, No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Telp. 86902313-86903183 Fax. 86902314
hitp:ﬂwww.pta-jakarta.go.id » email ptajakrta2007 @yahoo.com

KONTRAK KINERJA
TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN 2023

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Utara
yang dilaksanakan tanggal 9 s.d. 11 Mei 2023, kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara.

ol B

Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim
Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terhadap
temuan-temuan yang ditemukan oleh Tim, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima. Hasil perbaikan agar dilaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk dijadikan bahan evaluasi dan
pembinaan lebih lanjut;

Demikian, kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

1. Dr. Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H.
(Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) (

2. Ruslan, S.Ag,, S.H., M.H. ;\_—5
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) ( J )

3. Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

(Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara) —("”/‘\'T )

4. Drs. Safe'i Agustian

(Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara) ( )



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jalan Radin Inten |1, No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Telp. 86902313-86903183 Fax. 86902314
http://www.pta-jakarta.go.id, email ptajakrta2007 @yahoo.com

Mengetahui :

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dra. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

(Hakim Tinggi / Ketua Tim) (
Drs. H. Dudung, S.H., M.H.
(Hakim Tinggi / Anggota Tim) (

A=
Hj. Ghizar Fau’ah, S.H., M.H. A -
(Panitera Pengganti / Sekretaris Tim) ( ' —_—
Asis Hidayanti, S.H., M.H. \
(Panitera Pengganti / Anggota Tim) ( H'I '. ;UW
Restiana Irwanti, S.E. ‘ ' g
(Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN /f/ ‘
Ahli Muda / Anggota Tim) (

Dini Muthia Utami, S.Kom

(Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama / %
Anggota Tim) (
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